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 ABSTRAK  

Pemerintah dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang prima adalah dengan 

mengambil sikap salah satunya ialah dengan melakukan reformasi birokrasi. Salah 

satu aspek dari reformasi birokrasi ialah terkait digitalisasi layanan publik. Langkah 

yang diambil oleh pemerintah tersebut, merupakan upaya dalam menjawab tantangan 

global di era VUCA saat ini serta tuntutan dari masyarakat akan pentingnya 

penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Penelitian ini 

memberikan gambaran tentang implementasi penerapan digitalisasi layanan 

pemerintah di DPMPTSP Kabupaten Rembang yang dilihat dari enam komponen, 

diantaranya content development, competency building, connectivity, cyber laws, 

citizen interfaces, dan capital. Berdasarkan enam komponen tersebut, peneliti 

melihat penerapan digitalisasi di DPMPTSP Kabupaten Rembang. Kabupaten 

Rembang menjadi studi kasus dari penelitian ini, karena pasca pandemi covid-19, 

pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Rembang mulai melakukan langkah-langkah 

dalam upaya melakukan reformasi birokrasi, yakni dengan mulai melakukan inovasi-

inovasi dalam penggunaan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan. 

 

 ABSTRACT  
The government, in an effort to create excellent public services, is taking a stance, one of which 

is by carrying out bureaucratic reform. One aspect of bureaucratic reform is related to the 

digitalization of public services. The steps taken by the government are an effort to respond to 

global challenges in the current VUCA era and demands from the community for the importance 

of implementing information technology in the provision of public services. This study provides 

an overview of the implementation of the digitalization of government services at the DPMPTSP 

of Rembang Regency as seen from six components, including content development, competency 

building, connectivity, cyber laws, citizen interfaces, and capital. Based on these six 

components, the researcher looked at the implementation of digitalization at the DPMPTSP of 

Rembang Regency. Rembang Regency is a case study for this study, because after the Covid-19 

pandemic, in 2022 the Rembang Regency Government began to take steps in an effort to carry 

out bureaucratic reform, namely by starting to innovate in the use of information technology in 

the government environment. 
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PENDAHULUAN 
Tantangan global yang terjadi serta kompleksitas permasalahan yang ada atau dikenal dengan 

istilah VUCA (volatility, uncertainly, complexity, dan ambiguity) menunjukkan bahwa saat ini bahwa 
kondisi yang ada penuh dengan ketidakpastian serta perubahan yang sangat cepat (KemenPANRB, 
2020). Tantangan tersebut berdampak pada tuntutan yang cukup tinggi kepada pemerintah. Pemerintah 
memiliki peran yang sangat penting salah satunya dalam akses layanan publik (Sari, 2018). Selain itu, 
berkembangnya dinamika saat ini berdampak pada upaya pemerintah untuk selalu melakukan 
perbaikan-perbaikan. Perbaikan selalu dilakukan pemerintah untuk menjawab tantangan-tantangan 
yang terjadi di masyarakat. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menjawab tantangan di 
masyarakat adalah dengan diterapkannya inovasi untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan yang 
lebih baik, dengan melakukan akselerasi penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola 
pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan instruksi dari Presiden Republik Indonesia salah satunya 
adalah penerapan reformasi, reformasi birokrasi menjadi upaya pemerintah, dalam reformasi birokrasi 
tidak hanya sekedar melakukan penyederhanaan struktur, tetapi juga dengan melakukan perubahan pola 
pikir dan budaya kerja birokrasi (Wastuhana & Werdiningsih, 2021). Saat ini pemerintah telah 
menetapkan reformasi birokrasi yang menjadi salah satu fokus utama dalam Pembangunan nasional. 
Setidaknya terdapat empat klaster prioritas dari reformasi birokrasi. Empat klaster prioritas tersebut 
diantaranya adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan prioritas aktual 
presiden, dan digitalisasi administrasi pemerintahan (KemenPANRB, 2023). 

Digitalisasi merupakan salah satu dari empat klaster yang menjadi prioritas pemerintah dalam 
upaya penyelenggaraan birokrasi yang unggul. Teknologi informasi yang selalu berkembang serta 
tuntutan global akan posisi penting teknologi informasi berdampak pada sikap pemerintah yang harus 
pula merespon hal tersebut untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Apalagi harapan dan 
tuntutan dari masyarakat yang cukup tinggi kepada pemerintah serta sikap kritis masyarakat kepada 
pemerintah berdampak pada respon pemerintah dalam menjawab tantangan yang ada.  

Peran aparat pemerintahan termasuk di dalamnya birokrasi memiliki peran yang sangat luas 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik maupun dalam tata kelola pemerintahan. Birokrasi memiliki 
posisi, kewenangan, serta kemampuan dalam merespon tantangan yang terjadi dalam masyarakat. 
Selain itu, birokrasi juga berperan dalam penyusunan kebijakan serta menjalankan program maupun 
kebijakan yang telah dikeluarkan/ditetapkan (Wastuhana & Werdiningsih, 2021). Peran birokrasi yang 
sangat tinggi serta pentingnya penggunaan teknologi informasi bagi birokrasi menjadi salah satu 
prioritas pemerintah. Salah satu instansi pemerintah yang mampu  

Menjawab tantangan terkait digitalisasi administrasi pemerintahan, pada dasarnya pemerintah 
telah menetapkan kebijakan tentang pemerintahan berbasis elektronik pada tahun 2018. Walaupun 
enam tahun berjalan setelah ditetapkan, hingga saat ini pemerintah menilai bahwa penggunaan 
teknologi informasi dalam administrasi maupun tata kelola pemerintahan masih dianggap penting dan 
menjadi prioritas pemerintah. Apalagi saat terjadi pandemi covid-19 hampir seluruh aktivitas 
pemerintahan dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Dimana hampir seluruh aktivitas 
masyarakat maupun pegawai dilakukan di rumah. 

Bahkan tidak sedikit pegawai maupun masyarakat yang tidak memahami teknologi informasi 
dituntut untuk dapat dan mampu menggunakan teknologi informasi. Saat pandemi covid-19 dinilai 
sebagai momentum untuk meningkatkan intensitas pegawai maupun pemerintah dalam menggunakan 
teknologi. Selain itu, penyedia layanan termasuk pemerintah juga melakukan berbagai macam 
perubahan dan inovasi dalam berinteraksi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Walaupun 
dalam penerapannya masih terjadi kendala, hal tersebut masih dapat dikelola sehingga publik masih 
dapat menggunakan atau mengakses layanan publik (Nugroho et al., 2021). Saat pandemi covid-19, 
penggunaan teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting, bahkan menjadi peran kunci 
dalam berbagai aspek (Munawar, 2021). Baik sebagai upaya penanganan untuk memberikan prediksi 
bagi pemerintah dalam meminimalisir penyebaran virus, hingga sebagai upaya untuk berinteraksi 
kepada pengguna layanan. 

Salah satu instansi pemerintah yang menganggap penting akan penerapan teknologi informasi 
adalah Pemerintah Kabupaten Rembang. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Rembang terpilih 
menjadi salah satu dari 50 kabupaten/kota yang masuk dalam program smart city (Pemkab Rembang, 
2022).  Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Kabupaten Rembang kemudian menyelenggarakan 
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Musrenbangkab, dalam hasil kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten Rembang menilai bahwa 
digitalisasi menjadi prioritas di seluruh sektor pemerintahan (Bappeda Kab. Rembang, 2022a). Apabila 
merujuk pada hasil evaluasi SPBE, indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Rembang sebesar 3,64 dengan 
predikat sangat baik. Salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Rembang yang memberikan 
pelayanan publik secara langsung adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
(DPMPTSP), dalam penerapannya masih terdapat beberapa permasalahan, hal tersebut dapat diketahui 
dari jumlah aduan yang masuk terkait dengan layanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten 
Rembang. Salah satu keluhan masyarakat ialah terkait dengan lamanya pelayanan proses perizinan dan 
permasalahan teknis misalnya saat terjadi pemadaman listrik. Berdasarkan hal tersebut, DPMPTSP 
Kabupaten Rembang menjadi lokus dari penelitian, penelitian menjawab terkait dengan bagaimana 
implementasi digitalisasi pemerintahan terhadap pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten Rembang. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran digitalisasi di lingkungan DPMPTSP 
Kabupaten Rembang terhadap pelayanan publik di Kabupaten Rembang.  

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan publik dapat 
dimaknai sebagai kebijakan publik. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan apapun yang 
dilakukan oleh pemerintah baik itu dengan mengambil keputusan ataupun tidak, dalam hal ini kebijakan 
publik dimaknai sebagai apapun yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengambil sikap ataupun 
dengan tidak mengambil sikap (Abdoellah & Rusfiana, 2016; Anggara, 2016; Fauzi, 2022; Thoha, 
2008). Kendati demikian, kebijakan publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
(Dewi, 2022). Sedangkan Implementasi kebijakan publik merupakan, Dalam menjawab tantangan dan 
tuntutan dari masyarakat terkait kecepatan layanan perizinan, serta dinamika dari perkembangan 
teknologi informasi Pemerintah Kabupaten Rembang melakukan beberapa upaya-upaya. Salah satu 
upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam memberikan pelayanan publik yang 
optimal ialah dengan pencanangan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih 
Melayani (WBBM), hal tersebut dilakukan sebagai upaya merubah pola pikir, perilaku, hingga budaya 
kerja pegawai untuk berintegritas, professional, melayani masyarakat, dan pelayanan yang diberikan 
menjadi lebih berkualitas (Rokhim, 2022). 

Sikap yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut merupakan upaya dalam 
mewujudkan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dapat dipahami sebagai perwujudan dari 
perubahan paradigma dalam menjalankan roda pemerintahan, berdasarkan pada pengelolaan organisasi, 
sumber daya manusia, pelayanan, dan akuntabilitas (Asropi, 2008). Bentuk pencanangan yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang merupakan proses yang dilakukan secara 
berkelanjutan dalam mendesain ulang birokrasi pemerintahan yang lebih lincah, khususnya dalam 
menghadapi industri 4.0 (Herzegovina et al., 2022). Dimana instansi pemerintah harus mampu 
merespon dan menjawab tantangan yang muncul, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 
Maka dari itu, salah satu tantangan yang harus dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Rembang ialah 
dengan menerapkan teknologi informasi dalam proses tata kelola pemerintahan, yang di dalamnya 
termasuk penyelenggaraan pelayanan publik.  

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan bentuk penggunaan teknologi informasi 
dalam pemerintahan merupakan. Penggunaan teknologi informasi merupakan salah satu prioritas dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik yang didasarkan pada penggunaan teknologi 
informasi pada dasarnya bukan saja untuk mengikuti perkembangan global belaka, tetapi menjadi 
prioritas dalam menyelenggarakan layanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien 
(Prasodjo, 2023). 

Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Rembang, merupakan bentuk implementasi dari kebijakan publik. Merujuk pada Tachjan 

(Tachjan, 2006) apabila implementasi yang kemudian dikaitkan dengan kebijakan publik, dapat 

dimaknai bahwa suatu aktivitas dalam menyelesaikan atau melaksanakan suatu kebijakan publik yang 

telah ditetapkan atau disepakati dengan menggunakan sarana tertentu demi ketercapaian tujuan 

kebijakan. Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan rangkaian atau proses 

dari kegiatan-kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan. Merujuk pada Indrajit 

(Yasti, 2020) setidaknya terdapat enam komponen yang perlu diperhatikan dalam penggunaan teknologi 
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informasi dan komunikasi oleh pemerintahan diantaranya adalah content development, competency 

building, connectivity, cyber laws, citizen interfaces, dan capital. 

 

METODE 

Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan kualitatif mampu menghasilkan 

data secara deskriptif yang berasal dari informasi maupun data obyek yang diamati. Penelitian kualitatif 

bersifat deskriptif dan lebih cenderung menggunakan analisa dengan pendekatan induktif, yang 

menerangkan beberapa aspek umum yang dijelaskan menjadi gagasan utama (Murdiyanto, 2020). 

Penelitian dilakukan di DPMPTSP Kabupaten Rembang, yang menjadi studi kasus dalam penelitian 

ini. Studi kasus dipilih dalam penelitian ini, karena dalam penelitian lebih cenderung mempersempit 

bidang agar lebih spesifik (Nurdin & Hartati, 2019). Fokus utama penelitian dilakukan di DPMPTSP 

Kabupaten Rembang. Data dan informasi bersumber pada data primer, yakni dari hasil wawancara, 

sedangkan data sekunder berasal dari hasil laporan maupun data dokumentasi yang berkaitan dengan 

penelitian (Fauzi et al., 2023). Dalam Teknik analisis data, penelitian lebih tertuju pada proses 

pelacakan dan pengaturan secara sistematik dari hasil informasi maupun data yang telah diperoleh 

(Murdiyanto, 2020). 

 

HASIL DAN DISKUSI 
 Sebagai bentuk upaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, Pemerintah 
Kabupaten Rembang mulai melakukan perbaikan-perbaikan di beberapa sektor. Pasca pandemi covid-
19, tepatnya tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Rembang mulai mengambil beberapa, langkah 
misalnya dengan mulai mendorong penerapan inovasi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Hal tersebut kemudian tertuang dalam Roadmap Sistem Inovasi Daerah. Dalam 
penerapannya tentunya melibatkan instansi teknis dan stakeholder terkait (Bappeda Kab. Rembang, 
2022b). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Rembang juga mulai menyelenggarakan Musyawarah 
Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten, salah satu prioritasnya ialah terkait dengan digitalisasi di 
seluruh sektor (Bappeda Kab. Rembang, 2022a). Dalam upaya akselerasi penerapan digitalisasi, 
Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan 
beberapa upaya, salah satunya dengan memprioritaskan lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk 
pengelolaan media sosial dengan memanfaatkan aplikasi sederhana yang ada di perangkat pintar. Lima 
OPD tersebut diantaranya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata Ruang (DPU Taru), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil), Satpol PP, 
dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dalam kegiatan tersebut 
ditekankan bahwa pentingnya OPD dalam menguasai digitalisasi birokrasi, termasuk untuk 
mewujudkan kota pintar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Pemerintah Kab. Rembang, 
2022). 
 Dari lima OPD tersebut, salah satu OPD yang menilai bahwa teknologi memiliki peran penting 
adalah DPMPTSP Kabupaten Rembang. Merujuk pada Perubahan Rencana Strategis 2021-2026 
DPMPTSP Kabupaten Rembang yang dipublikasikan pada bulan Januari 2022 teknologi informasi 
menjadi salah satu isu penting. Salah satu misi yang dirumuskan dalam dokumen tersebut, ialah dengan 
mengembangkan profesionalitas, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi dengan melalui smart 
government yang terintegrasi. Bahkan reformasi birokrasi yang berbasis pada teknologi informasi dan 
system layanan terintegrasi menjadi salah satu program unggulan Kepala Daerah Kabupaten Rembang. 
Merujuk pada Renstra DPMPTSP 2021-2026 dirumuskan tiga isu-isu strategis, diantaranya: 

- Kemajuan di bidang tata kelola pemerintahan, kompetensi SDM dan ketersediaan infrastruktur 

dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai di DPMPTSP. 

- Peningkatan daya tarik penanaman modal. 

- Peningkatan pelayanan publik dengan mengembangkan sistem yang transparan berbasis 

teknologi informasi.  

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang telah secara resmi 
menyediakan sistem perizinan yang terintegrasi secara elektronik (One Single Submission) pada tahun 
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2018. Sebagai tindak lanjut dari ketersediaan layanan publik melalui teknologi informasi, Pemerintah 
Kabupaten Rembang telah menyediakan aplikasi perizinan yang dapat secara langsung diakses oleh 
masyarakat dengan menggunakan aplikasi si Cantik Cloud, yang sudah terintegrasi dengan aplikasi 
OSS. 

 
Implementasi Digitalisasi di DPMPTSP Kabupaten Rembang 
 

Penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Rembang tentunya 
masih terdapat beberapa kendala. Bahkan dalam penerapannya pun masih terdapat aduan-aduan yang 
masuk. Aduan yang masuk pada DPMPTSP Kabupaten Rembang beragam, jumlah aduan yang masuk 
tiap tahunnya kurang lebih sebanyak 10 aduan. Tercatat pada tahun 2021 jumlah aduan yang masuk 
sebanyak 10 aduan, tahun 2022 sebanyak 12 aduan, serta pada tahun 2023 sebanyak 10 aduan. 
Walaupun dalam penerapannya masih terdapat aduan yang masuk. Layanan yang diberikan oleh 
DPMPTSP Kabupaten Rembang tetap dapat berjalan dengan baik. 

Dalam melihat implementasi digitalisasi layanan pemerintah di DPMPTSP Kabupaten 
Rembang, peneliti merujuk pada enam komponen yang digunakan dalam penerapan teknologi informasi 
menurut Indrajit, diantaranya content development, competency building, connectivity, cyber laws, 
citizen interfaces, dan capital. Pertama terkait dengan upaya pengembangan aplikasi (content 
development), upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Rembang dalam upaya meningkatkan 
layanan publik digital tercatat pada Tahun 2022 DPMPTSP Kabupaten Rembang melakukan pengadaan 
aplikasi NOVIA (Notifikasi Via WA/whatsapp) yang tersinkron dengan aplikasi SICANTIK untuk 
memberikan notifikasi terkait progress layanan perizinan kepada pemohon/masyarakat sekaligus 
layanan konsultasi dan pengaduan. Sedangkan pada tahun 2024 sedang dalam proses pengadaan 
aplikasi SIPINTER (sistem perizinan online) untuk menggantikan aplikasi SICANTIK. 

Komponen kedua, terkait konektivitas digitalisasi layanan publik di lingkungan DPMPTSP 
Kabupaten Rembang, bahwa aplikasi OSS sudah terkoneksi dengan aplikasi IKD, AMDALNET, 
SIMBG, PIRT, SIINAS, dll. Dengan integrasi layanan tersebut, diharapkan masyarakat lebih 
dipermudah dalam mengakses layanan, serta mengetahui progress layanan yang diakses. Dalam 
penyelenggaraan integrasi OSS tersebut, DPMPTSP Kabupaten Rembang juga melakukan sosialisasi 
dan bimbingan teknis terkait perizinan berusaha kepada aparat pemerintah desa dan beberapa pelaku 
usaha di Kabupaten Rembang (DPMPTSP Kab. Rembang, 2023). 

Ketiga, terkait upaya pengembangan kompetensi SDM (competency building) di lingkungan 
DPMPTSP Kabupaten Rembang dalam upaya meningkatkan literasi digital dan penguasaan teknologi 
informasi. Bahwa dalam upaya pengembangan kompetensi hingga saat ini masih terkendala 
keterbatasan anggaran. Tetapi pada tahun 2023 upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten 
Rembang dalam upaya pengembangan kompetensi SDM ialah dengan mengikutsertakan beberapa 
pegawai untuk ikut serta dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait literasi digital yang 
diselenggarakan BPSDMD Jawa Tengah. Sedangkan untuk komponen keempat, terkait regulasi (cyber 
laws) yang sudah dibuat maupun yang diacu oleh DPMPTSP Kabupaten Rembang dalam upaya 
meningkatkan layanan digital masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta 
Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha di daerah 

Terkait dengan citizen interface, atau proses interaksi pengguna dengan penyedia layanan salah 
satunya dilihat dari proses permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pada tahun 2023 DPMPTSP 
Kabupaten Rembang telah mengeluarkan sebanyak 6.779 NIB. Dengan rincian 6.776 Penanaman 
Modal Dalam Negeri, 3 NIB Penanaman Modal Asing, 6.760 UMK, dan 19 Non UMK. Respon 
masyarakat terkait layanan digital, hingga saat ini mulai diterima dengan baik. Apabila masyarakat 
mengalami kendala terkait dengan layanan digital yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Rembang, 
umumnya masyarakat akan berupaya datang langsung ke kantor ataupun menggunakan layanan chat 
whatsapp yang dimiliki DPMPTSP untuk berkonsultasi. Walaupun demikian, masyarakat masih 
mengeluhkan terkait dengan durasi penanganan aduan yang disampaikan oleh DPMPTSP Kabupaten 
Rembang. Berdasarkan aduan yang masuk di DPMPTSP Kabupaten Rembang, rata-rata penyelesaian 
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permasalahan/aduan masyarakat selama satu hingga dua minggu. Bahkan terdapat beberapa aduan yang 
proses penyelesaiannya membutuhkan waktu yang cukup lama. 

Sedangkan komponen terakhir terkait dengan capital atau permodalan, dalam upaya 
membangun pelayanan publik digital di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Rembang sepenuhnya 
menggunakan anggaran yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP Kabupaten Rembang saja. Bahkan 
terkait dengan digitalisasi layanan pemerintahan, di internal pemerintah sendiri mulai menerapkan tanda 
tangan berbasis elektronik. Sedangkan untuk persuratan, di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Rembang serentak telah menggunakan aplikasi kearsipan/persuratan Srikandi. 

 

KESIMPULAN 

Digitalisasi layanan publik yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Rembang telah 

berjalan dengan baik. Dimana seluruh masyarakat telah mengakses layanan publik melalui aplikasi 

yang telah dikembangkan oleh pemerintah. Bahkan secara berkala masyarakat dapat berinteraksi 

melalui whatsapp tanpa harus secara langsung berkunjung ke DPMPTSP Kabupaten Rembang. Dalam 

proses interaksi tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan maupun mengkonfirmasi proses 

layanan publik (perizinan) yang sedang diproses. Dengan adanya digitalisasi layanan publik berdampak 

pada efisiensi masyarakat atau pengguna layanan terhadap layanan yang diberikan oleh DPMPTSP 

Kabupaten Rembang. Walaupun demikian, berdasarkan aduan yang disampaikan ke DPMPTSP 

Kabupaten Rembang masih terdapat beberapa aduan atau layanan yang membutuhkan proses 

penyelesaian yang cukup lama. Maka dari itu, salah satu saran atau rekomendasi agar pelayanan yang 

diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Rembang diantaranya adalah tersedianya Standar Operasional 

Prosedur dalam upaya penanganan aduan masyarakat. Kedua, penguatan kapasitas SDM dalam 

memahami literasi digital. Ketiga, perlunya regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Rembang dalam upaya penguatan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. 
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